


Jakarta- Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa membantah meminta 
Romahurmuziy alias Rommy untuk 
memperjuangkan pengangkatan Kepala 
Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian 
Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris 
Hasanuddin.

"Saudara pernah mengatakan ke 
terdakwa Romahurmuziy 'Gus Gus, Haris 
to long d iper juangkan b iar  s inerg i 
pemerintahan provinsi lebih baik ke depan', 
ada bicara seperti itu?" tanya Anggota 
Majelis Hakim Rianto Adam Ponto di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Jakarta, Rabu (11/12). 

"Saya tidak merasa Yang Mulia, hanya 
pernah pada awal Februari 2019 bahwa 
sua tu  s a a t  K i a i  Ase p  min t a  s aya 
menanyakan kepada Mas Rommy katanya 
'Ada proses yang tidak selesai terkait 
pemilihan kader di Jatim, kenapa tidak 
segera dilantik padahal sudah selesai'. 
Beliau (Kiai Asep) menelepon saya lalu 
setelah Kiai Asep telepon, kebetulan Mas 
Rommy mengirimi saya 'WhatsApp' untuk 
minta hadir kampanye PPP 10 April 2019. 
Saya menyampaikan Insya Allah hadir, 
kemudian saya sampaikan jangan sampai 
tandingan dengan kampanye lain," jawab 
Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan 
hal itu saat menjadi saksi untuk terdakwa 
mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy 
alias Rommy yang didakwa menerima suap 
bersama-sama dengan Menteri Agama 
Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 
juta dari Kakanwil Kemenag Jawa Timur 
Haris Hasanuddin dan Rp 91,4 juta dari 
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi 
terkait pengangkatan keduanya dalam 
jabatan masing-masing.

Kiai Asep yang dimaksud adalah 
pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Jawa 
Timur Kiai Asep Saifuddin Chalim yang 
menaungi sekitar 9000-an santri. "Saya 
katakan ke Mas Rommy 'Jangan kanginan' 
(masuk angin) karena saya melanjutkan 
bahasa beliau (Kiai Asep) sudah selesai, 
kenapa tidak segera dilantik," tambahnya.

Ia mengaku mengenal Haris Hasanuddin 
setelah ia menjabat gubernur pada akhir 
Februari 2019 ketika Rapat Koordinasi 
Kementerian Agama dan Gubernur 
Khofifah menjadi narasumbernya. "Saya 
diundang sebagai narasumber, sedangkan 
Haris selaku moderator. Saat itu dia masih 
Plt Kakanwil Kemenag Jatim," ungkapnya.

Gubernur Khofifah pun mengaku tidak 
pernah memberikan rekomendasi tertulis 

untuk Haris."Tidak pernah dan tidak memberikan 
rekomendasi tertulis, tidak yang mulia," tegasnya.

Namun, Gubernur Khofifah mengaku sempat 
melakukan ibadah umroh bersama dengan Kiai 
Asep, mantan Kakanwil Kemenag Jatim M Roziqi 
yang juga Ketua Tim Sukses Khofifah dalam 
Pemilihan Gubernur Jatim sekaligus mertua 
Haris."Pernah umroh Januari 2019 bersama Pak 
Roziqi, Kiai Asep, tapi tidak ada komunikasi 
terkait Haris," ujar Gubernur Khofifah.

Ia mengaku kenal dengan Rommy sejak lama 
karena ia pun berkawan dengan ibunda Rommy di 
DPR periode 1992-1997."Tapi hanya mengenal 
sepintas karena kami di Jakarta, sedangkan Mas 
Rommy di Jogja," sambungnya.

Haris dijatuhi vonis dua tahun penjara karena 
terbukti menyuap Romahurmizy dan Lukman 
Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta terkait 
jabatan sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.(ist)
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Khofifah Tangkis Tuduhan Rommy

Surabaya- Anggaran penanganan Orang 
Deng an  Gang guang  J iwa  (ODGJ)  d i 
Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih 
pada 2020 jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya.

Sugianto, Kepala UPTD Liponsos Keputih 
mengatakan bahwa kucuran dana yang 
disiapkan pemkot tahun ini sebesar Rp 19 miliar. 
Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun 
sebelumnya yakni mencapai Rp 23 miliar. 

“Tahun ini ada sebanyak 600 ODGJ sudah 
dipulangkan ke daerah masing-masing. Itulah 
mengapa alokasi anggaran tahun ini turun 
dibanding tahun sebelumnya,” kata Sugianto 

saat di temui di kantornya, Rabu (11/12)
Sebenarnya kucuran dana yang mencakup 

kebutuhan operasioanal seperti obat, makan, 
pembelian pakaian ODGJ serta pembayaran 
tenaga kontrak sudah lebih dari cukup. 
Meskipun nantinya sepanjang tahun 2020 
mendatang penguhuni ODGJ bisa berkurang 
atau bertambah. 

Untuk saat ini  penghuni Liponsos mencapai 
1.100 ODGJ. Angka ini diharapkan terus 
menurun, sebab hampir setiap bulan Liponsos 
memulangkan sekitar 60 ODGJ ke wilayah 
asal, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat ,  dan luar pulau.“Pagi  ini  kami 
memulangkan 30 ODGJ, dan mengirim 15 
ODGJ ke Panti Karya Sidoarjo,” jelas Sugianto

Pengobatan secara rutin terhadap ODGJ 
sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. 
Pengobatan itu meliputi rawat jalan atau rawat 
inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur dan RSJ 
Lawang. 

Setelah dirawat di rumah sakit, nantinya 
ODGJ akan dikembalikan ke Liponsos 

Keputih selama satu bulan, sebelum dipulangkan atau 
dipertemukan ke keluarganya. Biasanya pemulangan ini 
karena ODGJ sembuh dari segi sosial, yang ditandai 
dengan mengatahui nama dan alamat rumahnya.

“Rehabiltas secara rutin ke RSJ Menur yang rawat 
jalan 35-40 pasien, dan rawat inap 57 pasien. Sedangkan 
di Lawang terdapat 88 pasien sampai bulan Desember 
ini,” kata dia

Sugianto juga mengungkapkan saat mengembalikan 
ODGJ kepada keluarganya, ada beberapa keluarga yang 
tidak menerimanya. Alternatifnya adalah melakukan 
koordianasi dengan pemerintah provinsi maupun 
pemerintah daerah setempat untuk penyerahannya.

Jika tidak diterima keluarga, mantan ODGJ akan 
dikirim ke Panti Karya Sidoarjo atau Pasuruan. Nantinya 
ODGJ yang sudah sembuh ini akan dilatih membuat 
sebuah karya atau usaha. “Perlu pembekalan atau 
semacam pelatihan,” katanya.

Ia juga menyampaikan rata-rata ODGJ dari luar 
Surabaya yang ditemukan Satpol PP merupakan warga 
yang tengah mencari kerja.Faktor yang mempengaruhi 
seseorang mengalami gangguan jiwa adalah banyaklah 
masalah dan ada tekanan. Sehingga ketika diantarkan ke 
Liponsos Keputih Surabaya, mereka tidak mengetahui 
nama, alamat, dan tujuannya ke Kota Surabaya.(ard)

Operasional Liponsos Keputih 2020  Dialokasikan Rp 19 M
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Bak menjadi tradisi ,  periode baru 
pemerintahan akan memicu bongkar pasang 
kebijakan. Bidang Pendidikan menjadi salah 
satu yang membuat hati ‘kebat-kebit’ karena 
aturannya langsung menyentuh masyarakat di 
semua lapisan. Meski sudah lama berembus, 
tapi baru Rabu (11/12) Menteri Nadiem 
memastikan kebenaran penghapusan UN. Tak 
hanya itu,secara lengkap ada 4 fokus gebrakan 
baru yang dinamakan ‘Merdeka Belajar’.

“Empat program pokok kebijakan 
pendidikan tersebut akan menjadi arah 
pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan 
Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” 
demikian disampaikan Mendikbud pada 
pe luncuran  Empat  Pokok Kebi j akan 
Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu 
(11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan 
USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan 
diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan 
hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan 
untuk menilai kompetensi siswa yang dapat 
dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk 
penilaian lainnya yang lebih komprehensif, 
seperti portofolio dan penugasan (tugas 
kelompok, karya tulis, dan sebagainya). 
“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka 
dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran 
USBN sendir i  dapat  d ia l ihkan untuk 
mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, 
guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” 
terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 
2020 merupakan pelaksanaan UN untuk 
terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 
2021,  akan diubah menjadi  Asesmen 
Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, 
yang terdiri dari kemampuan bernalar 
menggunakan bahasa (literasi), kemampuan 
bernalar menggunakan matematika (numerasi), 
dan penguatan pendidikan karakter,” jelas 
Mendikbud.

Menurut Nadiem, konsep ini merupakan 
penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu 
kompleks. Konsep yang digunakan adalah 
asesmen yang mengukur kemampuan minimal 
yang dibutuhkan para siswi. Materi yang dinilai 
adalah literasi dan numerasi.

"Literasi itu bukan hanya kemampuan 
membaca. Literasi adalah kemampuan 
menganalisis suatu bacaan. Kemampuan 
memahami konsep di balik tulisan tersebut," 
katanya. 

Sedangkan numerasi, kata Nadiem, ialah 
k e m a m p u a n  m e n g a n a l i s i s  d e n g a n 
menggunakan angka-angka. "Ini adalah dua hal 
yang akan menyederhanakan asesmen 
kompetensi mulai 2021," tuturnya.Nadiem 
menegaskan, konsep asesmen kompetensi 

pengganti ujian nasional itu bukan lagi 
berdasarkan  mata  pe la j a ran  maupun 
berdasarkan penguasaan konten atau materi.

Sementara survei karakter ini digunakan 
untuk mengetahui iklan karakter anak di 
sekolah."Untuk mengetahui ekosistem di 
sekolahnya bagaimana implementasi gotong-
royong. Apakah level toleransinya sehat, apakah 
well-being atau kebahagiaan anak itu sudah 
mapan, apakah ada bullying terjadi?" kata 
Nadiem.

Survei itu, kata Nadiem, digunakan untuk 
menjadi tolok ukur supaya sekolah-sekolah 
memberikan umpan balik bagi kegiatan 
pembelajarannya.Mas Nadiem, sapaan 
ak rabnya  d i  Kemend ikbud  i tu ,  j ug a 
menerangkan bahwa asesmen dan survei 
tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan 
jenjang satuan pembelajaran sekolah (misalnya 
kelas 4, 8, 11). Sementara ujian nasional selama 
ini berada di akhir jenjang.

Ada dua alasan mengapa hal ini dilakukan 
di tengah jenjang. Yang pertama, kata Nadiem, 
adalah untuk memberikan waktu bagi sekolah 
dan para guru melakukan perbaikan sebelum 
sang anak lulus."Dan yang kedua karena 
dilakukan di tengah jenjang ini tidak bisa 
dilakukan sebagai alat seleksi untuk siswa. 
Tidak lagi menimbulkan stres bagi anak-anak 
dan orangtua karena formatif  asesmennya," 
ujarnya.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana 
P e l a k s a n a a n  P e m b e l a j a r a n  ( R P P ) , 
Kemendikbud akan menyederhanakannya 
dengan memangkas beberapa komponen. 
Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara 
bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, 
dan mengembangkan format RPP. Tiga 
komponen inti RPP terdiri dari tujuan 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 
asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan 
efisien dan efektif  sehingga guru memiliki lebih 
banyak waktu untuk mempersiapkan dan 
mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. 
Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru 
(PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan 
sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih 
fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan 
akses dan kualitas di berbagai daerah. 
Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima 
siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 
15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 
persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 
0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi 
daerah. “Daerah berwenang menentukan 
proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” 
ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah 
dan pusat dapat bergerak bersama dalam 
memeratakan akses dan kualitas pendidikan 

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik 
baik pada level internasional, seperti PISA dan 
TIMSS," kata Nadiem.

Untuk diketahui, survei Program for 
International Student Assessment (PISA) adalah 
survei yang kerap jadi rujukan untuk melihat 
kualitas pendidikan di dunia. Survei ini 
diselenggarakan oleh Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) tiap 
tiga tahun sekali. Sementara itu, The Trends in 
International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) adalah penilaian internasional untuk 
pengetahuan matematika dan sains pada siswa 
kelas 4 dan 8 di seluruh dunia. TIMSS 
dikembangkan oleh Asosiasi Internasional untuk 
Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEA).

Belajar dari Tiongkok
Terkait pengembangan pendidikan Indonesia 

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, 
meminta Nadiem belajar dari Tiongkok."Selama 
ini UN lebih banyak hafalan. Padahal yang kita 
perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk 
mempunyai skill, seperti kemampuan literasi dan 
numerasi," kata Hetifah, Rabu (11/12).

Hetifah menilai hal itu menjadi dasar nilai 
P rog ramme for  In te r na t iona l  S tudent 
Assessment (PISA) Indonesia rendah. Penilaian 
sikap siswa, katanya, juga tak dimasukkan ke 
dalam penilaian para guru."Karena fokus dan 
penekanannya salah. Tolok ukur lain seperti sikap 
juga tidak masuk ke dalam assessment," ujarnya.

Sisa waktu dua tahun menuju 2021 pun, 
menur ut  Het i f ah ,  ha r us  d imanfaa tkan 
Kemendikbud dengan baik. Salah satunya 
memberi pelatihan kepada para guru tentang 
metode mengajar yang sesuai dengan apa yang 
bakal diujikan jika UN diganti.

"Masih ada waktu 2 tahun. Maksimalkan 
terutama untuk menyampaikan ke para guru 
bagaimana metode mengajar yang baik untuk 
melatih skill-skill yang akan diujikan," terangnya.

Dia juga meminta Nadiem belajar bagaimana 
Tiongkok (China) dapat bertengger di peringkat 
pertama penilaian PISA. Menurut Hetifah, 
perkembangan Tiongkok sangat pesat dalam 
waktu tiga tahun terakhir ini.

"Tiongkok berhasil mencapai posisi pertama 
dalam pencapaian PISA, padahal jumlah siswanya 
sangat besar. Patut dipelajari lebih dalam 
bagaimana mereka melakukannya," ucap 
Hetifah.Menurutnya, China tak masuk peringkat 
lima besar pada 2015. Namun, dalam 3 tahun 
terakhir, China bisa melesat ke peringkat pertama.

"Tiongkok pesat sekali kemajuannya dari 
tahun 2015, kalau tidak salah hingga 5 poin lebih. 
Di 2015, peringkat 5 besar saja tidak masuk, hanya 
peringkat 10. Dan dalam 3 tahun langsung 
menyalip jadi nomor 1," tuturnya.(ins)
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